BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2% TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI ATAU
PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat {2} Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan,
atau Penghasilan Kctiga Belas Tahun 2020 kepada
Pegawai Ncgeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggola Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Tecknis  Pclaksanaan Pecmberian Gaji  Atau
Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 lenlang
Pembentukan Kabupatcn Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4186); %



0.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerintahan Dacrah  {Lembaran  Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana tclah bcberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tcntang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5679);

Pcraturan Pemcrintah Nomeor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 6322},

Peraturan Pemecrintah Nomor 44 Tahun 2020
tentang Pemberian Gaji, Pcnsiun, Tunjangan,
atau Penghasilan Ketiga Bclas Tahun 2020
Kepada Pegawal Negeri Sipil, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawal Nonpegawal Negeri
Sipil, dan Pecnertma Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Recpubhk Indonesia Tahun
2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6545);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana tclah beberapa
kali diubah terakhir dengan Pecraturan Menteri
Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011 (cntang
Pcrubahan Kedua atas Peraturan Mcnicri Dalam
Necgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pecdoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
Pcraturan Dacrah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 5 Tahun 2014 tcentang Pengelolaan
Kcuangan Dacrah (Lembaran Dacrah kabupatcn
Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207,
Tambahan  Lembaran Daerah  Kabupaten
Gunung Mas Nomor 207.a);

Peraturan Dacrah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung
Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2019 Nemor 270, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran - '
Daerah Kabupaten Gunung Ma

Nomor 275, Tambahan Lemr

Kabupaten Gunung Mas Nomor 27
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10. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Dacrah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2019 Nomor 474) sebagaimana tclah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keliga Atas Pcraturan Bupati Nomor
37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Dacrah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 525);

MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK

TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI KETIGA
BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

P w

Dacrah adalah Kabupaten Gunung Mas.
Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pclaksanaan urusan
pcmerintahan yang menjadi kewenangan dacrah otonom.
Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
Pcgawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pcgawai Aparatur Sipil Ncgara sccara tctap
olch pejabat pcmbina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana kcuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkal SPM
adalah  dokumen  yang  diterbitkan  oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari
Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumcn lain yang
dipersamakan.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP21
adalah sural perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahar.
Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban
APBD berdasarkan SPM.

i



BAB II
GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
Pasal 2

Gaji atau penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 diberikan kepada:
PNS.
Calon PNS

(1)
(2)

{1)

Gaji

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 termasuk:

a.

b.
C.
d.
e

f.

PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar
Pemerintah  Kabupaten Gunung Mas yang  gajinya
dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

PNS yang diberhentikan scmentara karena diangkat menjadi
komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas
atau gugur;

PNS penerima uang tunggu;

Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan

Calon PNS.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2) mcliputi
PNS dalam Jdbdtcln

.

b.

A= el

jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan sctara jabatan
pimpinan tinggi;

Jabatan fungsional ahli utama alau dalam jabalan setara
fungsional ahli utama;

administrator atau dalam jabatan yang sctara jabatan
administrator;

pengawas atau dalam jabatan yang sctara jabatan
pengawas;

fungsional ahli madya;

fungsional ahli muda;

fungsional ahli pertama;

fungsional penyelia;

fungsional mahir;

fungsional terampil;

fungsional pemula; dan

pelaksana.

Pasal 4

Ketiga Belas tahun 2020 tidak diberikan kepada:

PNS yang scdang mcnjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Dacrah baik
dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar olch instan
tempat penugasannya.

K



(1)
(2)

(1)

(3)

(1)

(3)
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BAB 111
PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
Pasal 5

Gaji atau penghasilan kectiga belas diberikan paling banyak
scbesar penghasilan pada bulan Juli 2020,

Dalam hal gaji atau penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dibayarkan sebesar gaji atau penghasilan yang
scharusnya diterima karena berubahnya gaji atau penghasilan,
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan
gaji atau penghastilan ketiga belas.

Pasal 6

Gaji atau penghasilan ketliga belas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1} diberikan kepada PNS, paling banyak
meliputi:

a. gan pokok,

b. tunjangan kcluarga; dan

c. tunjangan jabaian atau tunjangan umum.

Gaji atau penghasilan ketiga belas scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayal (1) diberikan bagi pencrima gaji terusan dari
PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau pencrima gaji
dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu scbesar penghasilan
1 (satu} bulan gaji terusan dan anggarannya dibebankan pada
instansi atau lembaga tempatl PNS bekcrja.

Gaji atau penghasilan ketiga Dbelas scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak
melipulti:

a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga; dan

¢. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu} gaji atau
penghasilan keliga belas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1} maka gaji atau penghasilan ketiga belas diberikan salah
satu yang jumlahnya lebih besar.
Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu} gaji atau
penghasilan ketiga belas maka kelebihan pembayaran tersebut
mcrupakan ulang dan wajib mengembalikan kepada ncgara
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam hal PNS sekaligus scbagai penerima pensiun janda/duda
atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan gaji atau
penghasilan kectiga belas sckaligus gaji atau penghasilan ketig
belas penerima pensiun janda/duda atau gaji atau penghasila
kctiga belas penerima tunjangan janda/duda.

H



Pasal 8

(1) Bcsaran gajl atau penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} tidak dikenakan potongan
turan  dan/atau potongan lain  berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penghasilan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ditanggung oleh pemerintah.

BAB IV
WAKTU PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS
Pasal 9

(1) Gaji atau penghasilan ketiga belas dibayarkan pada bulan
Agustus 2020,

(2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, pembayaran
dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

Pembayaran gaji atau pengbasilan  kectiga belas  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada APBD dalam dokumcn
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Dacrah.

Pasal 11

{1} Pcngguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan
SPM gaji atau penghasilan keliga belas kepada Badan Keuangan
dan Asel Daerah Kabupaten Gunung Mas.

(2} SPM gaji atau penghasilan kctiga bclas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibualt tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

(3) Jenis SPM schagaimana dimaksud pada ayal {2}, termasuk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan
pcmbayaran gaji atau penghasilan ketiga bclas

Pasal 12

Pencrbitan sural keterangan penghentian pembayaran bagi PNS yang
mengalami  mutasi  pindah agar dicantumkan  ketcrangan
pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas tclah dibayarkan atau
belum dibayarkan.

Pasal 13

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
SPM dan SP2D gaji atau pcnghasilan ketiga belas Tahun 2020 diatu
mcengikuti kelentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayarart
belanja pegawai. %
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BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 14

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji, Dan Tunjangan Ketiga Belas
Kepada Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 450) sepanjang
mengatur mengenai pelaksanaan pemberian gaji dan tunjangan
ketiga belas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun

pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd
YANSITERSON
BERITA KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 528

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

L S

Aﬂﬂlt, SH
NIP. 19651110 199203 1 013




